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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Merimbang : bahwa berdac.arkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 44 ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Din;)s Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha Budi
Mulia;

N'",r.:,tngat 1. UndanSI-Lndang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia;

2. Undang-·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undans.-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar8;

4. Undans-LJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksClan
Pengelclaan dan Tanggung Jawab Keuangan l'legara;

5. UndanG-lindang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provins:
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatLnn
Republik Indonesia;

6. Undang·-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-Lndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. UndaQ9-lIndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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9. Undang·{lndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

11. Peraturari Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

12. Peraturan' Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanga'n Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pennerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peratu'ran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
NegaralDaerah;

16. Peraturan f'emerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkal Daerah;

. ,
17. Perat.\i,ran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

KeseJahteraan Sosial;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

19. Peraturan M8nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman P'3ngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah ~erakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan
Penyandan~1 Disabilitas;

22. Peraturari Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial:

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

24. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman.
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;

25. Peraturan Cubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentan9 Standar Pelayanan
Panti Sosial;

26. Peraturan C3uberniJr Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan
Pelayanan ,Iaminan Kesehatan;

27. Peraturar, C;ubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosiai;
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i MEMUTUSKAN
i

PERATURAI'r< GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
I

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakmta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kep9gawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Dinas :SOSi3i adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

12. Panti SOSi2.1 Tresna Werdha Budi Mulia adalah Panti Sosial Tresna
Werdha Budi Mulia Dinas Sosial Provinsi Dael'ah Khusus Ibukota
Jakarta.

13. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

15. Unit K1'Jrja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD aclalah
Unit KElrja atau Subordinat SKPD

I
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16. Sasana adalah salah satu sarana pelayanan bimbingan sosial dan
keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

17. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh)
tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi
kebutuhan ·c1asarnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Tresna Werdha Budi
Mulia.

(2) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sebagaimana pada ayat (1) terdiri
dari:

a. Panti S.osial Tresna Werdha Budi Mulia 1:

b. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2:

c. Panti S,)sial Tresna Werdha Budi Mulia 3; dan

d. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4:

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia merupakan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi
so sial bagi lanjut usia terlantar.

(2) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dipimpin oleh seorang Kepala
Panti yang drJlam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Panti Sosial fresna Werdha Bud! Mulia mempunya! tugas melaksanakan
kegiatan pelayclnan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Pewti
Sosial Tre::;na Werdha Budi Mulia menyelenggarakar, fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti
Sosial Tmsna Werdha Budi Mulia:

b. pelaksan.'3an rencana strategis dan dokumen iJelaksanaan anggaran
Pant! ~o~.ial Tresna Werdha Budi Mulia:

c. penyusunan standar operasional dan prosedur ,eknis pelayanan dan
rehabilitasi sosial;
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d. pelaksariaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi
observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;

e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan
administrasi;

f. pelaksanaan assesment meliputi pene/aahan, r:;engungkapan dan
pemahaman masalah serta potensi;,

g. peiaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang,
pangan dan pemeliharaan kesehatan;

h. pelaksanaan pembinaan meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental,
spiritual, sosial dan keterampilan;

i. pelaks~naan bimbingan sosial, psikologis dan konsultasi keluarga;

j. pelaksanaan resosialisasi, penyaiuran kembaii kepada keluarga dan
rUjukan I;e lembaga pelayanan lain;

k. mengool'dinasikan pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan
perliridungan sosial;

I. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi.
asistens', pemantapan dan terminasi;

m. pelaks81"aan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta
kemitraan dengan lembaga lainnya;

n. pelaksauaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Tresna
Werdha Budi Muiia;

o. pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial -:resna Werdha Budi
Muiia;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti
Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;

q. pelaksa~aan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti
Sosial Tref.na Werdha Budi Mulia;

r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;

s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;

t. pengeiolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Tresna Wercll1a
Budi Mulia' dan

u. pelaksana3n pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5
,

(1) 8usunan Organisasi Panti 80sial Tresna Werdha Budi Mulia, terdiri dari :

a. Kepala I'anti;

b. 8ubbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;

d. Satucn Pelaksana Pembinaan Sosiai; dan

e. 8ubkelom;)ok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna \Nerdha Budi Mulia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Panti

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti
Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

C. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Panti Sosial Tresna \Nerdha Budi Mulia; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungs!
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan
administrasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti

(3) Subbagian Tc,ta Usaha mempunyai tugas :

a. menyllsun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Panti ~;osial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup
tugasnY3;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkllp
tugasnya;

C. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi
Mulia;

d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti
Sosial Tresna Werdha Budi Mulia;

f. melaksc'.nakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti
Sosial fresno Werdha'Budi Mulia;

g. melaksililakan publikasi kegiatan dan pengaturan 3cara Panti Sosial
Tresna 'No>rdha Budi Mulia;

·1
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h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Tresna Werdh8
Budi Mu'lia;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti So sial
Tresna Werdha Budi Mulia;

j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;

k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

I. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pant! So sial
Tresna Werdha Budi Mulia;

m. mengoo.rdinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja. kegiat8n
dan 8kuntabilitas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian' Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti
Sosial Tres 1a Werdha Budi Mulia dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
sosial.

(2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepad8
Kepala Panti.

(3) Kepala Sat:Jan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ay8t (2), buk8n
jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangk8t
dan diberhent,kan oleh Kepala Dinas.

,
(5) SatuanPelabana Pelayanan Sosial mempunyai tuga.> :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja angg8ran Panti
Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan li<1gkup tugasny8;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pe·laksanaan anggar8f1
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyus\Jn bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayan8n
sosiallanjut usia terlantar;

d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observ8si.
identifikasi, motivasl dan seleksi;

e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyarat8n
adminis':rasi serta penempatan dalam Panti So sial Tresna Werdha
Budl Muliil;

f. melaksanakan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan
pemElhaman masalah dan potensi:

g. melaksan;lkan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;

-".
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h. melakscll1akan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan
sehari-hari (Activity Daily living);

i. melaksanaKan pemeliharaan. perawatan fisik dan kesehatan:

j. melaksanakan persiapan pemulasaraan jenazah; dan

k. melapor'kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti
Sosial Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan so.oial.

(2) Satuan ·Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin olsh seorang Kepala
Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ke~ala Panti.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). bukan
jabatan struktllral.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3). diangkat
dan diberhE!ntikan oleh Kepala Dinas.

(5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkllp
tugasnya:

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Panti ~',o~;ial Tresna Werdha Budi Mulia sesuai dengan lingkllp
tugasnya:

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan
sosiallanjiJt usia terlantar;

d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial:

e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultClsi keluarga;

f. melaksanaf:an pembahasan kasus;

g, melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;

h. melaksanakan bimbingan sosial, fisiko mental keagamaan, kesenian,
keterampi.an dan rekreasi;

i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan
terminasi;

J. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Danti Sosial Tresna
Werdha Budi Mulia; dan

k, melaporkill1 dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.
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Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia dapat mempunyai Subkelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Subkelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial
Tresna Werdha Budi Mulia.

Pasal 11

(1) Dalam; rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti So sial
Tresna W8rdha Budi Mulia sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas Sosiai.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpinl oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedu~ukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

(3) Ketua SUbkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dian9kat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat
Fungsional yang berkompeten dan berintegrltas.

(4) Ketentuan leb h lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Tresna
Werdha Budi Mulla diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

I

BAB V

SASANA TRESNA WERDHA

Pasal 12

(1) Untuk rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial Tresna
Werdha Budi V1ulia dapat dibentuk Sasana Tresna Werdha sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan f<eputusan Kepala
Dinas dan clilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sasana Tre,sna Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin
oleh seo[arg ·::Jenanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan eli
bawah .dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural
serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
Panti.

BAB VI

ESELON

Pasal 13

(1) Kepala Fanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Jahatan
Struktural Eselon 111 A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), rnmupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.
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BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Tresna Werdha
Budi Mulia wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Peinti mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
SKPD/UKPD tlan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

Pasal 15

Kepala Panti, 'f\epala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana,
dan Ketua ,Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Tresna
Werdha Bud'i Mulia wajib melaksanakan lugas masirig-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinslp
koordinasi" kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

(1 )

(2)

II .
Kepala :Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, p,3ra Kepala Satuen
Peleksar;ja, dan Ketua Subkelompok Jebatan Fungsional pad a Panti Sosial
Tresna Werdha Budi Mulia wajib memimpin, mengoordinasikan.
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaen
tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepale Satuan
Pelaksana, K8tua Subkelompok Jabatan Fungsional den Pegewai paela
Panti Sosicd Tresna Werdha Budi Mulia wajib men~Jikuti dan mematuhi
perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuen
peraturan p8rundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Panti, KeeGla Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksane.
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti So sial Tresne
Werdha Budi Mulla wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanean tugas
bawahan masing-masing serla mengambil langkah-Iangkah yang eliperlukan
apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpengan.

Pasal 18

(1) Kepala P3nti, Kepala Subbagian Tata Usaha. para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai paele
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia wajib menya'llpaiken leporen elim
kendala pe"aksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan eeraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yar,g menerima laporan sebagaimana dimaksud peda ayat (1).
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.,
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Pasal 19

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terha:Jap Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pegawai pada Panti So sial Tresna Werdha Budi Mulia merupakan
Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :

a. Pegawai N9geri Sipil; dan

b. Pega'wa' P'3merintah dengan Perjanjian Kerja

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara ..

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Panti Sosial Tresna
Werdha B'udi Mulia mendapat pembinaan dari Sekretar;s Daerah melalui
BKD dan' .Biro Organisasi dan RB sebagai bag ian dar! pembinaan
kepegawaian Dinas Sosial.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

(1) Belanja pel3ksanaan tugas dan fungsi Panti So sial Tresna Werdha Budi
Mulia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal 22

(1) PendapC!tan yang bersumber dari pelaksanaan tUg'lS dan fungsi Panti
Sosial Tresna Werdha Budi Mulia merupakan pendapc,tan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksucl pad a ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangcln
bidang keuclnlJan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 23

(1) Aset yang dipergunakan oleh Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia
sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan
status k6ikayaan daerah yang tidak dipisahkan.
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksLld pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang··undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Pasal 24

(1) Prasara.na dan sarana kerja yang diterima oleh Panti Sosial Tresna
Werdha' Budi Mulia dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang
dari Pihak Ketiga kepada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia daiam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat
dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasai 25

(1) Panti menyusun dan menyampaikan laporan berkaia tahunan. semester.
triwulan, bL lanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Sosial.

(2) Laporan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a. kepega'Naian;

b. keuangan

c. barang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.·

Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia
mengembangkan sistem pengendaiian internal.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap Panti Sosial Tresna Werdha BLdi Muiia dilaksanakan
oleh:

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pen!Jawasan Intern Pemerintah.
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BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Panti Sosial Tresna Werdha
Budi Mulia diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernurl Keputusan Gubernur
tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan
prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat P~r~turan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 57
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial
Tresna Werdha Budi Mulia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar.
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA
D:lJlldangkan di Jakarta
padc: tanggal 31 DesemberZ'JH

S~I<RETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

:t(1.

SAEFULLAH

BEn;TA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T:\HUN 2014 NOMOR 62144
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